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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Citizens Charter Dalam Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta

Kinerja pelayanan publik di Indonesia yang masih terlihat belum
profcss;ional memang tidak terjadi begitu saja sebagai suatu taken for granted,
namun merupaka_n konsekuensi dari adanya desain birokrasi Indonesia yang
memang tidak ({iperéia;;kan sebagai ‘pelayahan masy}arakat’ (publik servant).
Secara historis, semenjak masa kerajaan sampai masa pemerintah kolonial
belanda, birokrasi di Indonesia telah ditempatkan sebagai' ‘instrumen
kekuasaan® yang menopang berbagai kepentingan politik dari penguasa.pada
posisi demikian, birokrasi sebenarnya telah sejak lama lebih diperkenalkéﬁ
pada nilai-nilai kekuasaan daﬁpada nilai-nilai pemberian pelayanan (culture of
serving) yang seb'eﬁamya akan membuat aparatur birokrasi pemerintah dapat

lebih menghayatl peran mereka sebagai abdi masyarakat.

. Demikian pula secara’ politik, semenjak era pemerintahan orde lama o

sampai orde baru birokrasi di Indonesia juga masih tetap ditempatkan sebagai
‘intrumen politik® untuk menopang kekuasaan. Masa orde lama memberikan
pengalaman bagaimana birokrasi dijadikan arena perebutan pengaruh politik
antar berbagai partai politik yang sedang berkuasa. Begitu pula masa orde
baru mengajarkan pada birokrasi untuk menjadi ‘mesin politik” yang membuat
birokrasi m;:njadi partisan untuk kepentingan partai golkar. Dengan demikian,

sosok birokrasi di Indonesi tidak pemnah dapat independen terlepas dari
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pengaruh kepentingan politik kekuasaan. Birokrasi menjadi sulit untuk dapat
bekerja secara profesional, efisien, responsif, dan akuntabel pada publik.
Interaksi antar birokrasi dengan dunia politik memang secara
konseptual maupun praktis sangat sulit untuk dihindari. Miftah thoha
memberikan suatu ilustrasi yang amaf menarik mengenai cara pandang
(mindset) birokrasi terhadap kekuasaan. Pandangan birokrasi terhadap
kekuasaan (power) cenderung menjadikan birokrasi sebagai kekuasaan yangl
sakral. Kekuasaan dalam birokrasi yang melekat dalsiﬁl jabatan seseorang
pejabat bisa menjadi sesuatu sdngat mena}cutkan dan sangat sulit ditembus
oleh warga masyarakat. Kondisi ini semakin membuat posisi warga
masyarakat begitu sangat lemah ketika berhadapan dengan pejabat birokrasi.
perbuatan membuat sakral jabatan birokrasi ini terlihat dari adanya pengaturan
segala urusan masyarakat, mulai dari membuat kartu tanda penduduk (KTP),
sampai mengurus izin investasi yang dilakukan pengusaha pribumi maupun
konglomerat dari warga keturunan, selalu berbubungan dan harus
membutuhkan legitimasi pejabat birokrasi. Rakyat membutuhkan pelayanan,
maka pejabat “birokrasi mempunyai kekuasaan untuk mendistribusil'can
pelayanan tcrsebuf. .
Sebagai konsekuensi dari adanya birokrasi yang sakral ini membuat
masyarakat mempunyai posisi tawar yang lemah dihadapan birokrasi. Bila ada
kelompok dalam masyarakat yang mampu memperkuat posisi tawar mereka
terhadap birokrasi, maka mereka harus mengeluarkan berbagai bentuk upeti,

seperti uang suap, uang sogok kepada pejabat birokrasi. Namun, bila mereka
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mengakses pelayanan birokrasi seperti yang menjadi harapap mereka.
Kelompok masyarakat seperti ini akan menemui berbagai hambatan ketika
berhubungan dengan birokrasi, seperti urusan atau pelayanan menjadi
dipersulit, bertele-telc, kefidakpastian waktv, dan_ biaya, ketidakjelasan
informasi, arogansi pejabat dan sebagainya. Ketidakmampuan sebagaian besar
warga masyarakat untuk memenubi ‘aturan main’ yang dibuat oleh birokrasi -

_ketika mengurus suatu pelayanan. Adanya aturan main, datam pemberian
pelayanan oleb birokrasi biasanya. ditentukan secara sepihak oleh pejabat.
Aturan‘ ini bisa berbentuk pada tidak adanya kepastian waktu, biaya, prosedur
yang rumit, keti_dakjelasan informasi layanan dan sebagainya. Karena warga
tidak mampu memenuhi ‘aturan main’ mak.a warga masyarakat kemudian
memilih untuk mempergunakan jasa perantara atau calo ketika berhubungan.
dengan pejabat birokrasi.

Tingginya animo warga masyarakat untuk mempergunakan jasa
perantara dalam pengurusan pelayanan di instansi pemerintah, sebenarnya
juga menunjukkan bahwa warga pengguna layanan mulai berfikir rasional .
secara ekonorm, dengan mempergunakan jasa perantara, warga pengguna
akan dapat menghemat banyak energ1 dan waktu yang banyak terbuang hanya
untuk menunggu waktu penyelesaian pelayanan yang tidak dapat dipastikan.
Warga pengguna kemudian mengkompensasikan waktu pelayanan yang tidak
efisien ini dengan cara mengeluarkan sejumiah uang untuk membayar jasa

pengurusan yang dilakukan oleh perantara.
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Penyelenggaraan pelayanan publik yang masih menunjukikan adanya
prakteic pelayanan yang diskriminatif. bagi mereka yang mempunyat status
sosial terpandang, atan kenalan sebagai kerabat, saudara, orang kaya yang
. dapat memberikan ucapan terima kasih, biasanya akan mempéroleh perlakuan
Kkhusus dari. birokrasi. Dalam situasi demikian, budaya antri menjadi hilang,
sebaliknya budaya pelayanan “jalan tol’ menjadi pilihan strategis dan menjadi
hal yang biasa dilakukan. Ini hanya mungkin dilakukan oleh warga pengguna
" yang memiliki kelebihan uang, status, dan sejenisnya yang tidak dimiliki oleh
warga masyarakat biasa.

Kondisi pelayanan seperti ini’ merupakan konsekuensi kurang
efektifnya sosialisasi kebijakan pelayanan .kepada warga pengguna,
disamping itu.warga penggupa memang tidak dilibatkan dan tidak diajak
bicafa tentang ‘masalah pelayanan. Perumusan kebijakan pelayanan, seperti
penentuan biaya, waktu pelayanan, prosedur dan sebagainya, masih dilakukan
secara sepihak olch birokrasi. Dengan demikian warga pengguna hanya
ditempatkan sebagai obyek pelayanan yang dapaf-dipe Jakukan sesuai dengan
" kemauan pejabat birokrasi. Contoh, bila warga disuruh membayar uang
administrasi saat mengurus KTP, maka warga tak kuasa menolaknya
meskipun tidak pernah dijelaskan oleh birokrasi dipergunakan untuk apa uang
tersebut, .Bagaimma mel'canisme_ pertangglmgjawabannya dan sebagainya.
Selama ini dalam perspektif banyak aparat birokrasi, warga masih
dipersepsikan sebagai orang yang fidak mengetahui apapun tentang masalah

pelayanan.
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Penyelenggaraan pelayanan publik memang dapat dilakukan baik oleh
pemerintzh maupun swasta. Kedua bentuk penyelenggaraan pelayanan
tersebut tentu saja memiliki karakteristik pelayana yang berbeda. Pelayanan
yang diselenggarakan oleh swasta lebih berorientasi pada profit, sedz;ngkan
pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan karena adanya

. tanggung jawab (responbility) tugas dan fungs pemerintah. Namun birokrasi
dapat belajar dari pengalaman swasta karena bcroﬁéntasi pada profit,
menjadikan kualitas layanan'sebagéi tujuan atau nilai penting yang harus
dijaga agar mereka tidak kehilangan pelanggan sebagai sumber keuntungan.
Dengan demikian maka kinerja pemberi layanan swasta harus dapat menjadi
kepercayaan dan memberikan kepuasan keﬁ%lda pengguna layanan. Pengguna
Jayanan menjadi orientasi utama ml}tu pelayanan, sehingga swasta dalam
mémbcrikan pelayanan dapat lebih profesional, 'dapat menjamin kepastian
waktu dan biaya, serta dapat memberikan kepuasar;, serta berupaya untuk
menciptakan ikatan psikologis dengan pengguna Jayanan. Sebaliknya,
Pelayanan publik.yéng diselenggarakan oleh birokrasi lebih berorientasi pada

. _peraturan yang harus ditaati (rule driven), ‘kesesuaiannya dengan jurlak dan

| juknis, daripéda kepuasan warga pengguﬁa layanan. pola pikir birokrasi
cenderung menganggap bahwa sebaik apapun dalam memberikan pelayanan
pada masyarakat, toh fidak akan merubah gaji dan pendapatannya.

Profesionalisme dalam penyelenggaraan publik bukan menjadi tujuan utama

birokrasi. Mereka mau melayar!ﬂ hanya karena tugas dari pimpinan instansi

atan karena sebagai pegawal pemerintah, bukan karena ~ tuntutan




profesionalisme kerja. Ini yang membuat keberpihakannya kepada warga
pengguna layanan menjadi sangat rendah. Pejabat birokrasi akan bersifat
ramah kepada warga pengguna layanan kalau ada sesuatu yang memberikan
keuntungan atau melatarbelakanginya, seperti hubungan pertemanan, status
sosial ekonomo warga dan sebagainya.
. Era otonomi daerah membéﬁkan kewenangan dan kesempafan yang
lebih besar bagi pemerintah Kota/Kabupaten untuk merumuskan berbagai 7
lkebijakau publik yang lebih responsif dan partisipatif. Otonomi daerah juga
salah satunya memberikan pethatian yang besar Bagi peningkatan serta
* perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasj
perlnetintah kota. Sesuai dengan kebijakan dasar pemerintah Kota Yogyakarta,
bahwa peningkatan kinerja penyelenggaraan publik menjadi suatu komitmen .
dalam rangka pemberian pelayanan yr;lng terbatk pada masyarakat.
Penyelenggaraan publik yang lebih efisien, tmxisparan, responsif, dan
akuntabel telah menjadi tuntutan sekaligus harapan masyarakat saat ini.

Oleh karena itu, diperlukan adanya pengembangan» program kegiatan
dalam rangka reformasi pelayanan. publik di Kota Yogyakarta. Pihak
pemerintah kota sebanarnya telah melz;kukan kegiatan ini semenjak tahun
2003 bekerjasama dengan pusat studi kependudukan dan kebijakan (PSKK)
UGM melalui kegiatan pelembagaan ‘Citizens Charter_’. Pelembagaan model
dengan mempergunakan konsep Citizens Charter ini telah dilakukan untuk
penyelenggaraan pelayanan akta kelahiran yang jauh lebih transpa;ran,

aspiratif, partisipatif dan akuntabel pada warga pengguna layanan. Dengan
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melibat dari pengalaman ini, maka dinas kependudukan dan pencatatan sipil
pemerintah Kota Yogyakarta bekerja sama dengan forum Citizens Charter
Kota Yogyakarta, untuk mengembangkan kegiatan berupa pelayanan KTP

Alasan dipilihnya pelayanan KTP adalah bahwa pelayanan KTP ini
merupakan salah satu pelayanan mendasar bagi warga masyarakat.
. Penyelenggaraan pelayanan KTP juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya
kerjanya, seperti dari aspek kepastian waktu penyelesaian, kepastian biaya
pengurusan, prosedur pelayanan dan sikap petugas dalam memberikan
pelayanan pada warga masyarakat. Sesuai dengan semangat reformasi
pelayanan, maka sudah menjadi komitmen dari pemerintah Kota untuk
meningkatkan kualitas peiayanan KTP pada warga. Penyelenggaraan
pelayanan KTP yang berkualitas akan mampu meningkatkan kesadaran warga
masyarakat untuk mengurus dan memiliki KTP sebagai bukti identitas diri
warga yang penting. Bagi pihak pemerintah Kota, dengan adanya kinerja
pelayanan KTP yang lebih transparan, partisipatif, responsif dan akuntabel,
dibarapkan dapat meningkatkan apresiasi warga Kota Yogyakarta terhgdap
berbagai program atau kebjjakan Kota.

Scbagai bagian déri program Pengeﬁbangan ‘i(ontrak Pelayanan’
(Citizen.é Charter) bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik
di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, yang merupakan hasil kerjasama
antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Forum Citizens Charter Kota Yogyakarta
dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, maka bertempat -

di Kantor Walikota Yogyakarta pada tanggal 1 Oktober 2005, pukul 09.00
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Pelayanan (Citizens Charter) dari Forum Citizens Charter Kota Yogyakarta
kepada Walikota Yogyakarta, dalam hal ini mewakili Pemerinizh Kota
Yogyakarta. Citizens Charter ini merupakan hasil dari serangkaian proses dan
diskusi yang menghasilkan kesepakatan dari forum lintas stakeholde.rs dan
pemeq'ntah Kota Yogyakarta. .

Fase pelembagaan Citizens’ Charter ada empat, yakni promosi,
formulasi, implementasi, dan evaluasi. Pada fase promosi, kegiatan utama.
yang dilakukan adalah mengenalkan kepada publik tentang pendekatan
Citizens' Charter dan membangun kesepakatan pelayanan antara penyedia,
pengguna dan stakeholders pelayanan la1nnya serta pembentukan Forum -
Citizens’ Charter di tiap-tiap kota. Pada fase formulasr, kegiatan utama yang
dilakukan adalah mempersiapkan instrumen bagi keperluan survei pengguna
jasa, menganalisis data hasil survei, serta menyusun draft kesepakatan berupa
‘Kontrak Pelayanan’ yang berisi janji perbaikan pelayanan ke depan oleh
birokrasi. Pada fase implementasi, kegiatan utama adalah menerapkan
‘Kontrak Pelayanan’ yang telah disepakgti_ ini dalam penyelenggaraan
pelayanan sehari_-haﬁ. Terdapat beberapa kegiataﬁ yang menyertainya, seperti
adanya uji publik terhadap ‘Kontrak Pelayanah’, talkshow, dialog dengan
pejabat birokrasi, anggota DPRD,' serta per_xerbitan semacam buletin tentang
“Kontrak Pelayanan’. Sedangkan pada fase evaluasi, keglatan utama yang
dilakukan adalah melihat sejauh mana perubahan cara pelayanan yang telah
dilakukan setelah diterapkannya ‘Kontrak Pelayanan’. Perubahan pelayanan
tertama dilihat pada aspek keramaban atau etika pelayanan, kepastian dan

transparansi biaya, kepastian waktu pelayanan, kepastian prosedur, respon
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petugas terhadap keluhan warga pengguna, dukungan sarana prasarana
pelayanan, serta mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran dari “Kontrak
Pelayanan’.
delapan sendi pelayanan dalam Citizens’ Charter adalah
1. Kesederhanaan (mudah, lancar, cepat)
2. Kejelasan dan kepastian (prosedur, penggungjawab, biaya, waktu
penyelesaian, hak dan kewajiban)

3. Keamanan (keﬁyamanan, kepastian hukum dan penyimpanan)

4. Keterbukaan ( informasi terbuka, peduli dan sopan)

5. Efisiensi (waktu dan persyaratan lengkap)

6. Ekonomis (kesederhanaan, mudah, lancar dan cepat)

7. Keadilan yang merata (tidak ada perbedaan peleyanan)

8. Ketepatan waktu (tepat sesuai permohonan)

Penerapan citizens charter dalam proses pe_mberian layanan publik

akan mendorong birokrasi untuk melakukan perubahan pola berpikir ‘dan
- kultur pelayanan yang dislu‘inﬁr_xaﬁf. Dengan menciptakan kultur pelayanan,
maka b;:rbagai praktik pelayanan yaﬁg merugikan pengguna layanan, seperti |
kolusi, korupsi, uang suap dan sebégainya akan dapat dikurangi. Aparalur
birokrasi juga akan c_lidorong untuk mofesional, mampu mengembangkan
nilai-nilai partisipatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui
pelembagaan  survei pelanggan, serta ;nem‘perkuat akuntabilitas
penyelenggaran pelayanan kepada warga pengguna layanan. Arogansi

birokrasi secara sistematis akan berkurang karena pejabat birokrasi akan

mnﬂnmnnl“rﬂn l":": ﬂ'ﬂ"\ﬂﬂﬂ: ﬂﬂmkﬂf’: lf)‘?ﬂ“ﬁﬂ ‘1""0"\“\10 FalP=Tea: o rlaTe i aT-2T2csfloT=lal



Kinerja pelayanan akan jauh lebih akuntabel karena forum multistakeholders
akan turut mengawasi kinerja birokrasi, sekaligus menjadi mitra birokrasi bagi
perbaikan kualitas pelayanan.

penyelenggaraan pelayanan 1;mblik yang menjunjung tinggi nilai-nilai
transparansi, partisipasi, efisicni, akuntabilitas, serta menghargai martabat
warga pengguna. Model pe]ayanan seperti ini lebih berorientasi pada kepuasan
layanan masyarakat (customer service), menghargai inovasi pelayanan,
tanggap terhadap dinamika lingkungan pelayanan, aspirasi dan kebutuhan
péngguna layanan, responsif terhadap tantangan dan peluang baru, tidak
terpaku pada kegiatan-kegiatan rutin yang terkait fungsi instrumental
birokrasi, harus memiliki pemikiran inovasi dan futuristik. Birokrasi juga
harus memiliki kompetensi untuk memberikan pelé&anan secara adil dan
inklusif, serta kemampuan untuk member;iayakan masyarakat atau
stakeholders pelayanan.

Citizens charter memunculkan adanya kesadaran dari warga pengguna
akan pentingnya kinerja- pelayanan yang tidak diskriminatif. Sebagai warga
negara, sctiap individu mempunyal hak yang sama untuk menerima pelayanan.
dan birokrasi sebaga1 penyelenggara pclayanan haruslah menghargai martabat
dalam memberikan pelayanan, baik dalam hal persyaratan, prosedur, kepastian
_ waktu, maupun transparansi biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Berikut penerapan pelayanan Citizens Charter dalam pelayanan publik di

Kota Yogyakarta meliputi:




A. Jenis pelayanan, pelayanan akta kelahiran, pelayanan Kkarte keluarga
(KK), pelayanan kartu tanda penduduk (KTF)

B. Kepastlan waktu, menjelaskan tentang standar waktu penyelesaian suatu
ur-usan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Adanya ketepatan penyelesaian pelayanan sesuai dengan batas waktu
yang telah ditentukan oleh pihak pemberi layanan. Berikut penerbitan
dokumen pendaftaran penduduk dan waktu penyelesaiannya:

" |, KK baru karena pindah datang, paling lambat 4 hari kerja (perda
Nomor 7 Tahun 2007 pasal 17)
9. KX baru karena perubahan data, paling lambat 4 hari kerja ( perda
Nomor 7 Tahun 2007 pasal 17)
3. KK penggantian karena hilang/rusak paling lambat 2 hari kerja (perda
Nomor 7 Tahun 2007 pasal 17)
4. KTP. untuk pertama kali paling lambat 4 hari kerja (perda Nomor 7
Tabun 2007 pasal 17) _
s KTP karena hilang/rusak paling lambat 2 hari kerja ( perda Nomor 7
Tahun 2007 pasal 17
6. KTP p_erpanJangan karena masa bcrlakunya habis dan atau perubahan
paling lambat 2 hari kerja (perda Nomor 7 Tahun 2007 pasal 17)
7. Surat keterangan kelahiran, paling lambat 2 hari kerja (perda Nomor 7
Tahun 2007 pasal 17)
C: Biaya pelayanan. Biaya pelayanan menjelaskan tentang standar biaya

yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk memperoleh suatu




produk pelayanan, biaya pelayanan yang bersifat tetap yang artinya
jaminan kepastian bahwa masyarakat hanya akan mcngelu;'arkan biaya
sebesar yang tercantum dalam ketentuan yang resmi berlaku.
sebagaimana Diatur dalam ketentuan perda‘ Kota Yogyakarta Nomor 8
Tahun 2007, BAB VI tentang stuktur dan besaran tarif retribusi. Pasal
97, bahwa sctiap orang yaﬁg dﬂcer;akan yang mendapatkan pela)(anan

penyeleriggaraan pendaftaran penduduk dikenakan retribusi dengan

ketentuan sebagai berikut: -

Jenis-jenis formulir, i)langko dan surat keterangan. retribusi

1. Formulir pendaftaran penduduk setiap formulir RP 1.000

2. Blangko/ blangko keluaran RP 1.000

3. KTP
WNI ( tldak terlambat) | -
WNI ( terlambat) ’ RP 15.000
WNA (tidak terlambat) ' RP 25.000
WNA (terlambat) . RP 50.000

4. Blangko kartu keluarga " RP3.000
Smét kelahiran tidak terlambat WNI , RP 3.000
Surat kelahiren tidak terlambat WNA ‘ “RP 15.000
Surat kelahiran terlambat WNI . RP 5.000

Surat kelahiran terlambat WNA RP 30.000
5. Akta kelahiran

Tidak terlambat WNI -




Tidak terlambat WNA
Terlambat WNI
Terlambat WNA

Kutipan kedua dan seterusnya (WNI)

Kutipan kedua dan seterusnya (WNA) '
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RP 50.000
RP 30.000
RP 100.000
RP 15.000

RP 50.000

D. Prosedur pelayanan, secara garis besar pméedur pelayanan berisi uraian

tentang tahap-tahap pelayanan yang harus dijalani oleh masyarakat dan

' berkas-berkas persyaratan administratif yang dipergunakan agar

permohonan pelayanan dapat segera diproses.

E. Standar perlakuan pelayanan, standar perlakuan terhadap masyarakat

berisi norma atau bentuk-bentuk perlakuan-yang akan diterima oleh

anggota masyarakat pada saat anggota masyarakat tersebut melakukan

kontak pertama dengan lembaga penyelenggaraan layanan. Masyarakat

akan memperoleh adanya jaminan menyangkut bentuk perlakuan dari

pihak penyelenggara layanan dengan standar perlakuan dengan penuh

| kesopanan, keramahan, pemih pengertian atau empati, respek, penﬁh

persahabatan dan sebagainya.

Berikut beberapa komponen dasar dalam citizens charter diperlukan

sebagai panduan bagi penyusunan sistem pelayanan yang benar-benar dapat

menjamin hak-hak masyarakat pengguna jasa. Adapun komponen atau unsur
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bawah ini. unsur dasar dalam Citizens Charter setidaknya mencakwnp beberapa
haldi bawah ini:' Visi Pelayanan
1. Visi menunjukkan pada sejauhmana organisasi pelayanan publik
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah 'merujuk
pada pr'msip—pﬁnsip kepastian pelayanan. Visi pelayanan tidak
hanya dipahaﬁi sebagai bentuk slogaﬁ atau ﬁ)otto pelayanan
semata, melainkan harus lebih diaktualisasikan ke dalam tindakan
konkret pelayanan. Visi harus menjadi bagian dari “jiwa
pelayanan” yang nantinya akan -tercermin .ke dalam budaya
pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Di sini terdapat perbedaan sangat mendasar antara visi sebagai
komitmen pelayanan, dan visi yang hanya sebagai slogan i)elayanan.
Apabila. suatu organisasi penyelenggara layanan telah menganggap
memiliki visi pelayanan, tetapi tidak p'emah diwujudkan ke dalam tindé.kan
konkret pelayanan, maka hal tersebut bl,elum dapat disebﬁt sebagai sebuah
visi pelayanan. Dalam citizens charter pérﬁn visi adalah untuk
menunjukkan kepada masgéarakat pengguna layanan tentang kuatnya tekad
penyelenggara layanan (providers) untuk memberikan pelayanan yang
sesuai dengan visi pelayanan, misalnya diwujudkan dalam bentuk

pemberian standar pelayanan yang sesuai dengan visi secara konsisten dan

! Bambang Wicaksono, 2003, Unsur-Unsur Dasar Penyusunan Citizens Charter, Makalah
Workshop Citizens Charter, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta,
him. 1-5
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konsekuen. Contoh perumusan visi pelayanan dalam citizens eharter ini
sebagai berikut: >

“Kami memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan yang

terbaik dengan penuh dedikasi, profesional, adil, transparan, penuh

keramahan dan berkeadilan dengan menghargai hak dan kewajiban
pengguna maupun penyedia layanan, serta menjaga integritas
moral dan etika profesi”.

Visi pelayanan dengan demikian merupakan suatu janji dari
penyelenggaraan layanan kepada masyarakat pengguna layanan untuk
memberikan pelayéman terbaik (best services) atas dasar prinsip-prinsip
kepastian dan jaminan kualitas layanan (quality assurance) yang dilakukan
secara sungguh-sungguh, serta senantiasa merumuskan langkah-langkah
bagi perbaikan pelayanan di masa'r;lendatang. ”

1. Standar Pelayanan

Standar pelayanan berisi penjelasan tentang apa, mengapa dan
bagaimana usaha yang diperlukan untuk perbaikan kualitas pelayanan
kepada masyarakat. Standar pelayanan merupakan norma-normna

" pelayanan yang akan diterima oleh masyarakat penggund jasa. Standar
pelayanan yang diberikan meliputi standar perlakuan terhadap masyarakat,
standar kualitas produk layanan yang akan diperoleh masyarakat, serta
standar informasi layanan yang dapat diakses oleh masyarakat pengguna
Jasa. |

A.Standar perlakuan pelayanan. Standar perlakuan terhadap masyarakat
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anggota masyarakat pada saat anggota masyarakat tersebut melakukan
kontak pertama dengan lembaga pehyelenggaraan layanan. Masyarakat
akan memperoleh adanya jaminan menyangkut bentuk perlakuan dari
pihak penyelenggara' layanan dengan standar perlakuan secara penuh

. dengan kesopanan, keramahan, penuh pengertian atau empati, respek,
penuh persahabatan dan sebagainya. Jaminan sikap dan bentuk perlakuan
kepada masyarakat ini dimaksudkan agar -masyamkat ketika berurusan
dengan suatu lembaga pelayanan benar-benar diperlakukan secara
" manusiawi, serta mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat
yang lainnya.

B. Standar kualitas produk. Qtandar kualitas produk suatu layanan adalah
hasil (output) pelaymn yang akan diterima oleh masyarakat yang
dilakukan  dengan memperguhakan standar kompetensi  atau
profesionalisme yang telah ditetapkz;n oleh lembaga penyelenggara
layanan. Dalam hal ini, standar produk layanan yang berkualitas akan
difdkﬁékén pada persoalan yang menyangkut :

1) Prosedural pelayanan. Secara gaﬁs besar prosedur pelayanan berisi uraian
Vtentang tahap-tahap pelayanﬁn yang harus dijalani oleh masyarakat dan
berkas-berkas  persyaratan administratif - yang dipergunakan agar
permohonan pelayanan dapat segera diproses. Pemberlakuan sistem
prosedur pelayanat ini bendaknya disusun secara jelas schingga dapat
mudah dipahami ‘dan diperiuhi olch masyarakat yang hendak mengurus

suatu pelayanan. Prosedur pelayanan juga harus menganut asas kepastian,




artinya bahwa prosedur yang diberlakukan akan dipergumakan atay
diterapkan untuk semua orang yang akan mengurus pelayanan, tanpa ada
pembedaan atas dasar statys sosial, ekonomi, etnik, afiliasi politik dan
sebagainya.

2) Biaya pelayanan, Biaya pelayanan menjelaskan téntan_g standar biaya yang
harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk memperoleh syaty produk
pelayanan Standar biaya pelayanan yang dimaksud adalah biaya
pelayanan yang bersifat tetap (fixed), artinya adanya jaminan kepastlan
bahwa masyarakat hanya akan mengeluarkan_ biaya sebesar yang
tercantum dalam. ketentuan yang resmi berlaku, tanpa adanya biaya
tambahan dalam bentuk dan alasan apapun yané dipungut oleh petugas
pelayanan. Biaya pelayanan yang sudah past1 akan membuat pelayanan
menjadi dapat dapat dlperklrakan biayanya oleh masyarakat, sehingga
masyarakat akan tethindar dari adanya prakiek-praktek eksploitasi, seperti
adanya pungutan liar. Permintaan sumbangan atan uang ucapan terima
kasih dan sebagainya.

3) Waktu pelayanan, Wakty pelayanan menjelaskan tentang standar wakty
penyelesman suatu urusan yang berkaitan dengan pemberian pe]ayanan
kepada masyarakat. Standar waktu pelayanan harus dapat memberikan
Jaminan adanya ketepatan penyelesaian pelayanan, sesuai dengan batas
waktu yang telah ditentukan oleh pihak pemberi fayanan. Jaminan
ketepatan waktu pelayanan Jjuga perlu diberlakukan pada set}ap unit/bagian

pelayanan, sehingga waktu penyelesaian yang dibutuhkan untuk seluruh
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proses pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat diperkiakan oleh
masyarakat. Jaminan kepastian untuk penyelesaian urusan akan‘
mendorong pihak pemberi layanan untuk bekerja dengan etos kerja yang
tinggi sehingga target penyelesaian urusan dapat tercapai. Sedangkan bagi
masyarakat, kepastian waktu ini akan lebih memberikan kepastian waktu
yang dibutuhkan, sehingga diharapkan akan mendorong masyhrakat untuk
tidak menguntungkan jasa “calo” dalam setiap kali berurusan de'ngan.
lembaga pelayanan. '

C. Informasi pelayanan. Bagian ini menjelaskan tentang berbagai jenis
informasi yang dapat diakses atau diperoleh oleh masyarakat berkaitan
dengan penyelenggaraan layanan. Pada dasarnya, masyarakat berhak
untuk mengg:tahui segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan
proses pelayanan yang akan dilakukan. Pibak pemberi layanan pﬁda
dasarnya tidak boleh menyembunyikan suatu informasi kepada
masyarakat yang berkaitan dengan proses pelayaﬁan yang akan
dilakukan. Hal ini semata-mata untuk menerapkan prinsip transparansi
dalam penyelenggaraan pelay_éman publik. _

Dalam pelayanan pemberian informasi kepada masyarakat-, pihak
pemberi pelayanan tetap harus menghormati dan menghargai hak-hak dari
masyarakat untuk memberikan pendapat, saran, atgu kritik yang berkaitan
dengan perbaikan pelayanan di masa-masa mendatang. Berbagai bentuk

kritik dari masyarakat tidak boleh dipandang secara negatif atau berburuk
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umpan balik untuk kepentingan proses perbaikan layanan., Berbagai
masukan atau kritikan dari masyarakat hendaknya secara sungguh-
sungguh dijadikan bahan evaluasi bagi perbaikan sistem pelayanan dimasa
mendatanf‘g. Dengan demikian, berbagai saran, kritik, atau ma.éukan dan
masyarakat tidak akan. terbuang percuma, melainkan akan ditindaklanjuti
oleh pihak pemberi pelayanan dalam bentuk perbaikan kualitas layanan
atau sangat dimungkinkan sebagai bahan dalam penyusunan kegiatan
survei pengguna jasa. l
. Alur Pelayanan

Alur pelayanan merupakan bagian yang berisi pemberian
penjelasan tentang unit-unit atau bagian-bagian yang harus dilalui oleh
masyarakat apabila hendak mengurus pelayanan. Alur pelayanan di
samping menjeiaskan langkah-langkah prosedural pelayanan secara rinci,
juga menjelaskan berbagai fungsi dan tugas wnit-unit ata bagian-bagian
dalam kantor pelayanan kepada masyarakat. Melalui penj elasan yang akan
dilakukan sehingga dapat mengurangi berbagai bentuk kesalahpahaman
yang mer'lgaicibatkan. masyarakat harus menunggu atau membuang waktu
percur‘naA di kantor pelayanan. Bagan yang menjelaskan alur pelayanan
hendaknya dapat ditempatkan secara strategis schingga mudah dilihat oleh
masyarakat di samping dalam baéian alur pelayanan pertu didesain secara
menarik dan dengan bahasa atau gambar yang dapat memudahkan

pemahaman bagi masyarakat,
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Dalam bagan alur pelayanan dengan demikian menjelaskan tentang
profil dari masing-masing umit pelayanan, termasuk didélamnya adanya
penjelasan’ tentang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses
pelayanan di suatu unit pelayanan, serta biaya yang harus dikelvarkan
‘. masyarakat apabila me‘mang pada suatu unit/bagian pelayanan, diharuskan

Hmeng'eluarkan sejumlah ﬁang. |

. Sistem Perbaikan Kesalahan Pelayanan 7

" Sistem Perbaikan Kesalahan Pelayanan (SPKP) menjelaskan
tentang berbagai bentuk tindakan yang akan dilakukan oleh pihak pemberi
pelayanan sebagai akibat dari terjadinya kesalahan selama proses
pemberian pelayanan berlangsung. Pada bagian ini, masyarakat diberikan
penjelasan secara lengkap tentang apa dan bagaimana prosedur perbmkan
yang akan dilakukan oleh petugas apabila terjadi keluhan dap masyarakat
atas pemberian pelayanan yang tidak meménuhi standar kualitas yang
telah ditentukaﬁ atau mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

‘Dalam SPKP juga menjelaskan tentang kriteria dari produk
pelayanan yang dikatakan gagal, cacat (faulis) a'.cau.terjadinya kesalahan
pelayanan yang mengaklbatkan masyarakat ada pada pihak yang
dirugikan. Kriteria kesalahan produk pelayanan juga dapat lebih dirinci ke
dalam tipe-tipe kesalahan yang bersifat administratif maupun yang bersifat
substantif.

Pertama, kesalahan admin,istraﬁf adalah kesalahan yang

mengakibatkan produk pelayanan cacat secara prosedural administratif
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seperti misalnya kesalahan dalam memasukkan informasi atau data,
sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam penulisan data dalam
dokumen pelayanan, kekurangan persyaratan dokumen yang diperlukan
dan sebagainya.

Kedua, kesalahan substantif adalah kesalahan yang diakibatkan
karena adanya penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dari
petugas (mal administrasi), sehingga mengakibatkan kerugian yang besar
bagi. masyarakat, seperti misalnya terjadinya pemerasan, pungutan liar,
petugas mempersulit urusan, petugas mengulur-ulur waktu, sikap petugas
yang menyepelekan, mengabaikan atau sikap-sikap lain yang dapat
menyinggung harga diri dan perasaan klien dan lain-lain.

Dalam SPKP juga diperlukan suatu penjelasan kepada masyarakat
mengenai standar waktu yang diperlukan oleh leﬁbaga pemberi pelayanan
untuk melakukan perbaikan atau penggantian produk pelayanan. Melalui
mekanisme ini, masyarakat akan mengetahui apa langkah-langkah yang
akan dilakukan oleh pihak pemberi pelayanan untuk memperbaiki
kesalahan, g;ekaligus adanya jaminan kepa.;;tian waktu bagi penyelesaian
masalah tersebut. Ketentuan tersebut dapﬁt saja diwujudkan pada’
pencantuman ketentuan bahwa 4 jam semenjak laporan adanya kesalahan
diterima oleh pihak penyelenggara pelayanan, maka setelah dilakukan
pengecekan dalam jangka waktu 1 x 24 jam, masyarakat dapat

memperoleh hasil pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan,
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Pada bagian ini menjelaskan tentang adanya suatu biro/badan yang
Berfungsi menerima segala bentuk pengaduan dari masyarakat yang
berkaitan dengan pemberian pelayanan. Pada Prinsipnya ketentuan dalam
biro/badan ini gdalah bahwa semua bentuk pengadiuan dari masyarakat
yang masuk harus direspon dengan baik, sehingga menjamin adanya
keseriusan dari pihak lembaga penyelenggara layanan untuk keluhan yang
berasal dari masyarakat. Biro penéaduan ini dibentuk bukan hanya sekedar
menampung keluhan, .melainkan difungsikan sebag;ti salah satu lembaga
yang mempunyai peranaﬁ besar dalam meéngevaluasi sistem pelayanan
yang ada. Bahkan biro pengaduan 1m dapat dilibatkan dalam kegiatan riset
dan pengembangan sistem pelayanan, terutama dalam penyiisunan survei

pelanggan yang akan dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu.

| Semua bentuk keluhan dari masyarakat akan direspon oleh biro
pengaduan ini, oleh ‘karena itu biro hatus mempunyai batas waktu yang
jelas dan tegas, seperti misalnya adanya ketentuan yang menyatakan
| ‘bahwa setiap pengaduan dari masyarakat' yang diterima, paling lambat
dalam 5 menit harus telah mendapatkan respon atau jawabail. Selanjutnya
biro pengaduan ini dapat memberikan jawaban secara lengkap melalui
| surat resmi kepada masyarakat yang melakukan pengaduan maksimum 14
hari dari tanggal diterimanya pengaduan.

Apabila dipandang perlu, maka biro pengadwan ini dapat

mengadakan investigasi atas masalah yang dikeluhkan ke instansi-instansi
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dekat dalam waktu paling lambat 30 hari dari tanggal diterimanya
pengadu@. Proses investigasi dapat dilakukan secara fair, terbuka dan
penuh keadilan sehiﬁgga masyarakat mendapat jaminan untuk memperoleh
pelayanan yang baik. Keanggotaan dalam biro ini harus terdiri dari orang-
orang yang memiliki kc;mpetensi tinggi dalam hal manajemen pelayanan
publik dan etika administrasi, sehingga badan/biro ini benar-benar dapat
berfungsi sebagai “wasit” yang adil dalam rangka perbaikan kualitas
I;emberian pelayanan kepada. masyarakat mewujudkan n'a;nsparansi dan
akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pényelidikan atau investigasi dari Badan/biro ini sifatnya internal,
artinya kewenangannya hanya sebatas pada lingkup internal organisasi
pelayanan. Misainya, plhak Pemerintah Daerah dapat membentuk
badan/-biro__ ini yang memiliki kewenangan penyelidikan dan pengawasan
di semua instansi pelayanan di bawah Pemerintah Daerah. Tentu saja
kewenangannya tidak akan overlaping dengan pihak PTUN (Pengadilan
Tata Usaha Negara) hanya akan dilakukan apabila pihak pengguna jasa
t1dak puas dengan rekomendasi dari baMho ini. Proses pengaduén dan
investigasi di badan/biro pengaduan ini jelas didesain lebih sederhana,
efisien, mudah dan cepat dibandingkan dengan proses yang tegadi di
PTUN.

Biro ini selanjutnya menyusun suatu mekanisme, dan prosedur
pengajuan keluhan dari masyarakat. Masyarakat perlu dijelaskan tentang

adanya hak untuk melakukan komplain apabila merasa tidak puas dengan
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pelayanan yang diterima. Masyarakat diberikan suatu pemahaman untuk
tidak perlu merasa ragu atau takut apabila dalam proses pemberian
pelayanan menemukan  berbagai kejanggalan, kesalahan  atau

ketidakpuaan. Melalui penumbuhan sikap ini d1harapkan akan mampu
menumbuhkan p_ula budaya pelayanan yang seimbang, artmya pihak
© pengguna jasa juga berpéran sebagai subyek pelayanan, bukan obyek
pelayanan Sebagai subyek pelayanan artinya pengguna jasa memiliki hak
untuk menentukan sistem pelayanan terbaik bagi pengguna jasa sehmgga
prinsip parﬁsipasi, responsivitas dan demokratisasi dalam pemberian
pelayanan publik akan semakin terlihat.

Penjelasan tentang proses, tahap atau prosedur pengajuan keluhan
dari masyarakat harus dij elaskan secara lengkap, jelas dan memudahkan.
Pr.osedur pengajuan keluhan (komplain) hendéknya dijelaskan secara
sistematis dan mudah dipahami oleh ‘semua lapisan masyarakat, seperti
misalnya prosedur pengfsian form pengaduan dapat dilakukan melalui
fasilitas komputérAya‘ng telah tersedia di bagian pengaduan, sehingga
masyarakat tinggal mengaksesnya dengan mudah melalui seorang petugas
| yang berperan sebagal pemandu. |

Waktu pengajuan komplain juga perlu: diberitahukan kepada
masyarakat secara jelas, sebagai pertimbangan untuk memudahkan' teknis
penyelidikan dan menjaga aktualisasi kasus. Misalnya, adanya ketentuan
bahwa pengaduan dapat d1sampa1kan kepada biro pengaduan paling lama

90 hari semenjak waktu kejadian, dengan demikian kadar aktualisasi kasus
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tetap terjaga, dokumen masih mudah dicari dan petugas masih dapat
mengingat kasus pelayanan yang dikeluhkan.

Pada bagian ini juga perlu dijelaskan secara lengkap kepada
' masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan apa saja |
yang dijadikan obyek kompl-ain, misalnya seperti masalah biaya
pelayanan, waktu penyelesaian urusan, prosedur, persyarétan dofcumen,
diskriminasi pelayanan, keadilan dan sebagainya. Dengan demikian
masyarakat akan mengetahui hal-hal apa saja yang dapat dijadikan materi
pengaduan.
. Lembaga Customer Survey

Fungsi pokok lembaga ini adalah sebagai lembaga riset dan
pengembangan bagi perbaikan kualitas pemberian pelayanan. Salah satu
kegiatan penting dari lembaga ini adalal; melakukan survei pelanggan
yang dilakukan pada kurun waktu tertentu. Tujuan dilakukannya survei
pelanggan oleh lembaga ini adalah untuk mengetahui aspirasi, Iiarapan,
kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masymakaf serta lembaga
pembéri pelayanan. Hasil dari kt;,giatan survei pelanggan ini akan
dipergunakan untuk memperbaiki sis'tém penyelenggaraan pelayanan pada
masa-masa mendatang. Dengan demikian sistem pelayanan yang
dikembangkan akan senantiasa sesuai dengan ha}rapan dan kebutuhan

masyarakat, sekaligus membuat lembaga pemberi pelayanan semakin
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Kegiatan survei pelanggan di samping dilakukan untuk tujuan di
atas, juga sangat bermanfaat dalam rangka menjaga hubungan baik antara
_pihak penyelengggra pelgyanan dengan pihak masyarakat sebagai
pengguna jasa. Dalam arti kata, kegiatan ini akan mampu menjaga tingkat
kepercayaan (frusf) dari masyarakat terhadap lembaga ]::aenyelenggara
layanan. Sedangkan pada sisi lain, kegiatan survei pelanggan akan mampu
menjaga integritas dan kredibilitas lembaga dan sistem penyelengémaan
pelayanan untuk semakina bertanggung jawab pada masyarakat.

Secara detail dapat diberikan penjelasan kepada masyarakat
mengeﬂai apa yang dimaksud dengan survei pelanggan, mengapa pihak
pemberi pelayanan memerlukan melakukan kegiatan survei pelanggan,
dan secara garis besar dijelaskan bagaimana melakukan kegiatan survei
pelanggan ini. Melalui kegiatan ini diharapkan akan menemukan titik temu
atau kesamaan pandangan antara pihak pemberi pelayanan dengan
masyarakat sebagai pusat perhatiannya, terutama dalam melihat
kebutuhan, tunmtan dan sistem pelayanan yang akan dikembangkan.
Masyarakat didorong untuk lcbih mengenal profil dan budayf; lembaga
penyelenggara layanan, sehingga masyarakat akan merasa lebih mengenal
lembaga birokrasi pemerintah dan tidak merasa sungkan, malas atau takut
ketika berurusan dengan birokrasi pelayanan pemerintah.

Kegiatan survei pelanggan akan membawa suatu perubahan besar pada

kultur, sikap, corak dan perilaku pada pejabat pemberi layanan dalam
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membawa implikasi pada semakin menurunnya arogansi pejabat birokrasi
kepada masyarakat pengguna jasa, lebih._ramah dan menghargai masyarakat.
Sebaliknya dari sisi masyarakat, akan semakin meningkatkan kesgdaran dan
animo masyarakat untuk mengakses pelayanan yang diberikan. Masyarakat
akan lebih merasakan adanya perubahan sosok birokrasi b_elayanan yang lebih
humanis; sehingga tidak akan ada lagi pandangan di masyarakat bahwa
berurusan dengan birokrasi identik dengan kerumitan, harus ada koneksi,
KKN dan sebagainya.
B. Pelaksanaan Citizens Charte'r. dalam pelayanan publik di Kota
Yogyakarta Sudah niengarah pada sistem pemerintah yang baik
Proses pelembagaan Citizens’ Charter di Yogyakarta _menghasil.kan
banyak manfaat yang dapat dipetik bagi upaya perbaikan kinerja
penyelenggaraan pelayanan publik. Balk pihak mitra lokal, birokrasi
pemerintah, maupun anggota Forum Citizens® Charter. Dengan adanya
~ kegiatan eksperimentasi seperti ini setidaknya memberikan manfaat pada tiga
hal meﬂdaéﬁr, yakni (1) perubahan budaya dan norma pelayanan birokrasi; (2)
terselenggaranya manajemen peiayénan publik yang partisipatif, transparan,
dan akuntabel; (3) sebagai .bentuk kegiatan advokasi pemberdayaan
stakeholder di luar birokrasi; (4) membuka ruang dan kesempatan interaksi
yang lebih luas antara birokrasi dengan masyarakat; serta (5) munculnya

wacana untuk mengadopsi konsep Citizens’ Charter dalam penyusunan



Citizens’ Charter telah mencoba memperkenalkan adanya suatu proses
perubahan norma atau nilai-nilai pelayanan baru kepada birokrasi dan warga
pengguﬁa layanan tentang pentingnya etika -dalam pemberian pelayanan.
Citizens’ Charter memberikan kepada birokrasi. maupun  stakeholders
pelayananmlainnya suatu bentuk pembailan budaya (mindset) pelayanan yang
jauh lebih humanis, egalitarian, dan ‘nondiskriminatif dalam penyelenggaraan
pelayanan publik.- Para pejabat birokrasi telah mu_lai dapat = merasakan
pentingnya suatu sosok birokrasi yang metighargéi dan memperhatikan
dengan sungguh-sungguh hak-hak warga pengguna layanan. Demikian pula
warga pengguna, anggota Citizens’ Charter dan stakehorlders pelayanan
Jainnya mulat terbuka wawasan mereka tentang pentingnya melakukan kontrol
terhadap kualitas kinerja pelayanan birokrasi agar tidak melanggar hak-hak
dasar pada warga masyarakat pada umumnya. Pejabat birokrasi jﬁga mulai
mengenal dan membiasakan diri pada penerapan ‘budaya melayani’ (culture
of serving) dalam menjalankan tugas—tugzis pelayanan kepada masyarakat.
Budaya melayani’ yang diperkenaikén ldalam Citizens’ Charter ini’ adalah
budaya yang ﬁengajarkan adanya penghargaan atas hak dan kéwajiban baik
dari pihak pengguna maupun penyedia layanah.

Citizens’ Charter memberikan suatu pengalaman pada birokiasi untuk
mengembangkan suatu manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang
memberikan kesempatan lebih nyata pada pelibatan stakeholders pelayanan
dalam proses pengambilan kebijakan. Proses kegi;ltan untuk melakukan survei

pengguna layanan misalnya, telah memberikan suatu perspektif baru di
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kalangan pejabat birokrasi maupun anggota forum tentang relevansi survei
pelanggan bagi perbaikan resporisivitas pelayanan. Kegiatan ini juga telah
memungkinkan stakeholders pelayanan untuk mengetahui berbagai kendala
maupun masalah yang terjadi dalam keseluruhan proses pelayanan, terutama
meﬁyangkut aspek biz;ya, waktu, prosedur atau r;lekanis_me, dan sebagainya.
ﬁengan demikian, Citizens’ Charter telah memulai mendorong pada birokrasi
pemerintah untuk .dapat menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam
penyelenggaraan felayanhn publik. Birokrasi menjadi terbiasa untuk
‘mendengar’ apa yang menjadi aspirasi stakeholders pelayanan dan birokrasi
merasa mempunyai ikatan tanggung jawab pada stakeholders pelayanan dalz_im
pemberian pelayanan. Citizens’ Charter ‘Kontrak Pelayanan’ yang berhasil
" dirumuskan di dalamnya, telah memberikan suatu bentuk akuntabilitas baru
bagi birokrasi dalam membérikap pelayanan. Akuntabilitas pelayanan
birokrasi kini tidak lagi hanya ditunjukkan kepada bupati/walikota atau
DPRD, melainkan secara lebih faktual banyak ditunjukkan kepada
Stékeholders pelayanan secara keséluruhan.

Citizens Charter felah memberikan kesadaran pada mereka tentang -
betapa seriusnya isu kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat, Bila selama ini mereka cenderung pasif atas apa yang dilakukan
oleh birokrasi, sekarang mereka lebih aktif 'men_lperhatikau apa yang
dilakukan oleh pejabat birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan. forum di

Yogyakarta secara aktif mengorganisasikan diri menjadi suatu lembaga mitra
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Citizens Charter telah memberikan perubahan pada, birokrasi
pelayanan untuk mau membuka diri terhadap berbagai kritikan dari
stakeholders pelayanan. keberhasilan anggota forum, mitra lokal dan birokrasi
dalam merumuskan dokumen kontrak pelayanan memberikan indik'asi bahwa
birokrasi telah mulai memiliki kemauan untuk menjalin dialog secara intensif
dengan mitra mereka bagi upaya perbaikan kinerja pelayanan. pejabat
birokrasi dan warga masyarakat secara bersama-sama mencoba
* mengémbangkan suatu kultur kemitraan dan kolaboratif dalam memperbaiki
kinerja pelayanan kepada masyarakat. Pejabat birokrasi menjadi sangat
berkurang arogansinya, demikian pula stakeholders pelayanan tidak lagi
t;:rlihat sungkan untuk mengkritik kinerja pejabat birokrasi dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Perubahan bentuk interaksi antara birokrasi
dengan stakeholders pelayanan seperti ini telah menciptakan lingkungan
pélayanan yang kondusif untuk mewujudkan suatu tata pemerintah yang baik
dalam penyelenggaraan pelayanan publik
Dampak secdra politis yang menggembirakan dengan adanya Citizens Charter
adalah munculnya wacana yang berkembang dikalangan ‘pejabat birokrasi,
angéota DPRD, dan stakeholders pelayanan adalah adanya keinginan untuk
mengadopsi pendekatan Citizens Charter dalam proses penyusunan peraturan
daerah (perda). Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini memang tengah
berencana untuk menyusun kebijakan dibidang penyelenggaraan pelayanan

publik yang lebih partisipatif, transparan dan akuntabel. Kegiatan Citizens
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mengembangkan pendekatan ini dalam menyusun perda tentang. pelayanan
publik. Di Yogyakarta Citizens Charter telah ikut memberikan konstribusi
pada percepatan perubahan kebijakan pemerintah Kota dibidang pelayanan
akta kelahiran, KTP. Pelayanan pembuatan akta kelahiran dan KTP di Kota
Yogyakarta saat ini tidak lagi dipungut biaya. Di perda sebelum adanya
Citizens Charter pelayanan ini masih dikenakan biaya. Dan hal ini dapat
terjadi karena, salah satunya adanya desakan yang dilakukan oleh anggota
forum kepada pemerintah Kota. Pendekatan Citizeris Charter telah menjadi
perhatian serius dikalangan anggota DPRD untuk dapat mengadopsi ‘kontrak
pelayanan’ yang dihasilkan kedalam rancangan perda tentang pelayanan
publik. Adanya respons yang baik dari kalangan legislatif di daerah ini telah
mendorong pihak pemerintah Kota untuk terus mengemb?mbangkan atau
memperluas kegiatan Citizens Charter pada jenis-jenis pelayanan ptiblik
lainnya.

Citizens  Charter (CC) adalah suatu  pendekatan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik yaﬂg' rﬁénempatkan pengguna layanan
. sebagai pusat peléya_nan. Artinya kebutuhan dan kepentingan‘ péngg{ma _
layanan harus menjﬁi pertimbangan utama dalam kmel@m proses
penyelenggaraan  pelayanan publik. Citizens Charter menempatkan
kepentingan pengguna layanan sebagai unsur yang _paling penting. Untuk
mencapai maksud tersebut, Citizens Charter mendorong penyedia layanan

untuk bersama dengan pengguna layanan dan pihak-pihak yang
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waktu, biaya serta cara pelayanan. Kesepakatan tersebut harus
mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban antara penyedia
layanan, pengguna Iayapan, serta stakeholder. Kesepakatan ini nantinya akan
menjadi dasar praktik penyelenggaraan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang berpihak pada kebutuhan dan
aspirasi- warga pengguna layanan telah menjadi bagiaﬁ penting dari misi
utama birokrasi pemerintah. Otonomi daerah merupakan landasan penting
bagi peningkatan ku;ilitas pelayanan publik perlu diimbangi dengan adanya
komitmen dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. tuntutan padé
pcnérapan‘ tata pemerintah yang baik dalam pelayanan publik juga telah
.me'I;j:adi suatu kebutuhan mendesak bagi birokrasi pemerintah. Pelaksanaan
otonomi daerah tanpa dibarengi dengan penerapan tata pemerintah yang baik .
akan mempersulit profesionalisme birokrasi dalam memberikanA pelayanan
kepada masyarakat. Oleh scbab itu pemerintah Kota Yogyakarta menyadari
sepenuhnya bahwa perbaikan kinerja birokraéi pemerintah guna
menghasilké.n sosok birokrasi yang lebih adaptif- terhadap dinamika
lingkungan adalah suatu keharusan, |

Selanjutnya dalam rangka mendukung penyelenggarz;an pemerintah
dan pelaksanaan pembangunan di daerah serta untuk meningkatkan pelayanan
penataan dan penertiban kepada masyarakat Kota Yogyakarta dibidang
penyempurnaan dalam ketentuan penyelenggaraan dan pendaflaran penduduk

dan pencatatan sipil, yang pada hakekatnya daerah berkewajiban memberikan
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hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang
dialami oleh I;enduduk WNI dan orang asing. Dengan berdasarkan pada
1. Peraturan daerah. Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang
- pembentukan, susunan, kedudukan dan tugas pokok dinas daerah
2. Peraturan daerah Kot.a Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang
penyelenggaraan administras kependudukan
3. Peraturan dacrah Kota Yogyakarta Nomor 8§ Tahun 2007 tentang
. retribusi pelayanan pendaftal"an penduduk dan pencatatan ;ipil
pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan pelayanan publik dengan
didukung hasil kontrak pelayanan (Citizens Charterj berupaya menerapkan suatu
pemerintah | yang baik (good governance) .‘menciptakan penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan
prinsip demoMi, efisien, pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
A. Berikut hasil survay pengguna layanan
1. Secara keseluruhan Setelah adanya Citizens Charter di Kota Yogyakarta
pelayanari publik lebih baik dibandingkan sebelum adanya kontrak
pgiayanan, terbukti dari beberapa asumsi dari. masyarakat yang mf;hila.i
bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tersebut
‘sudah baik dan meningkat dari tahun ke tahun, selain itu juga masyarakat
sebagai pengguna layanan publik mendapatkan pelayanan yang baik dan
sesuai harapan yang diinginkan. Sehingga secara umum Citizens Charter

berdampak sangat positif baik untuk masyarakat pengguna layanan
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semakin cepatnya waktu pelayanan maka masyarakat semakin percaya dan
puas. Dan juga profesionalisme dari penyedia layan;dn semakin meningkat
karena adanya dukungan fasilitas.
2. Pelayanan publik menjadi semakin baik dari waktu kewaktu terlihat dari
respons masyarakat Yang meningkat jumlahnya dalam pengurusan. surat-
"surat sendiri tanpé. lewat perantara jasa. Sebagian besar masyarakat
Iilengungkapkan bahwa sekarang kepengurusan KTP, kartu keluarga atau
surat-surat lain lebih mudah dan tidak terkesan berbelit-belit. tidak seperti
tahun- tahun lalu, dimana mereka harus mengantri cukup lama untuk
mendapatkan surat-surat tersebut. Sebagian besar responden juga
mengatakan bahwa prosedur birokrasi yané rumit dan be-rl.)elit-belit serta
ketidakresponan petugas membuat sebagian warga merasa tidak puas dan
kecewa, Namun sekarang ini dirasakan oleh wa.urga. membawa dampak
positif, yaitu efisien dalam mengurus sﬁrat, waktu yang dibutuhkan tidak
terlalu lama dan prosedur mudah di pahami.
B. Adapun manfaat éz‘ﬁzens charter adalah sebagai berikut:
vl._ Untuk memberikan kepastian pelayanan .yai'lg meliputi waktu, biaya,
prosedur dan cara pelayanan.
2. Untuk memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pengguna
layanan, penyedia layanan, dan stakeholder lainnya dalam keseluruhan
proses penyelenggaraan pelayanan.

3. Untuk mempermudah pengguna layanan, warga dan stakeholder lainnya
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4. Untuk mempermudah manajemen pelayanan memperbaiki kinerja
penyelenggaraan pelayanan.
5. Untuk membantu manajemen pelayanan mengidentifikasi. kebutuhan,‘
harapan dan aspirasi pengguna layanan dan stakeholder lainnya.
Manfaat bagi pengguna layanan adalah:
2. Memberikan jaminan bahwa pelayanan publik akan menjadi lebih
responsif transparan dan akuntabel.
3. Memberikan kemudahan untuk mengakses informasi pelayanan ddn
melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pelayanan.
4. - Menghargai martabat dan kedudukan pengguna layanan sebagai warga
yang berdaulat,
Manfaat bagi penyedia layanan adalah:
2. Memudahkan dalam melakukan evaluasi terha.ldap kinerja pelayanan.
3. Membantu memahami kebutuhan dan aspirasi warga, serta stakeholders
mengenai penyelenggaraan pelayanan publik. .
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pelayanan pubhk bukan
hanya .tgih‘ggung jawab pemerintah, tetai)i menjadi tanggung jawab semua,
~termasuk warga dan pengguna layanan. |
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Citizens Charter Dalam Pelayana;n
Publik di Kota Yogyakarta
Berda;arkan hasil wawancara penulis dengan Bapak priyono

raharjo.SH,CM® selaku Kepala Dinas Kependudukan dan penCatatan Sipil

? Wawancara pada tangga29 November 2010
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Kota Yogyakarta diperoleh keterangan bahwa faktor yang mendukung
pelaksanaan citizens charter dalam pelayanan publik di Kota Yogyaicarta
antara lain: ' .

1. Adanya Peraturan Daerah dan konﬁak pcla;yanan yang telah diterapkan
oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat dalam pelaksanaan
pelayanan publik

2. Tersedianya sarana dan prasarana bagi penerapan citizens charter dalam
pelayanan publik di Kota Yogyakarta seperti komputer, peralatan kantor
lainnya dan perangkat lunak/program komputer

3. Kesadaran masyarakat terhadap pelayanan publik khususnya untuk
pelayanan akta kelahiran dan KTP

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak priyono
raha:jo.S‘I-I,CM4 selaku Kcpala Dinas Kependudukan dan penCatatan Sipil, |

Kota Yogyakarta diperoleh keterangan bahwa penerapan Citizens’ Charter

dalam pelayanan Akta Kelahiran dan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) '

~ pada prinsipnya telah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Kontrak
_ Pelayanan yang telah disepakati antara pemberi layanan (pemerintah Kota

Yogyakarta) dan pengguna layanan (masyarakat). Namun demikian pada

pelaksanaan 1‘:eknis di tingkat kecamatan dalam pelayanan Kartu Tanda

Penduduk- (KTP) masih terdapat beberapa hambatan yang berkaitan dengan

masalah waktu penyelesaian layanan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan

waktu yang telah ditetapkan.

4 Wawancara pada tangga29 November 2010
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Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kantor Dinas
Kependudukan dan penCatatan Sipil diperoleh data bahwa® pelayanan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) di masing-masing kedamatan di kota Yogyakarta
(terdapat 14 kecamatan) rata-rata setiap hari terdapat antara 90 hingga 100
~atau lebih pengguna layanan KTP dengan berbaéai tipe layanan yaitu:
permbhonan KTP baru, perpanjangan KTP dan KTP bagi pendatang. Dari
jumlah pengguna layanan tersebut rata-rata setiap hari dapat diselésaikan
antara 50 hingga 60 KTP. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya
'manusia (SDM) yang bertugas melayani hanya satu orang dan petugas
tersebut masth dibebani dengan tugas lainnya.

"~ Ada banyak hal yang menjadi hambatan/kendala yang dihadapi oleh
penyedia layanan KTP,'namun secara garis besarnya dapat kami simpulkan
antara lain;

1. Kurangnya SDM yang memadai
2. Jumlah SDM penyedia layanan KTP dirasakan tidak sebanding dengan -

Jumlah pengguna layanan K'TP. Selain itu SDM yang dimiliki tidak sesuai

dengan bidangnya baik beﬂguasaan_ peralatannya (komputer) maupun

penguasaan SDM sebagai .penyedia layanan.
3. Perangkat Penyedia Layanan

Perangkat penyedia layanan KTP di kecamatan (komputer) tidak memadai

dan tidak sebanding dengan jumlah pengguna layanan KTP. Hal ini akan

lebih parah lagi jika salah satu perangkat penyedia layanan KTP rusak.
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Dan dalam kenyatzannya penanganan untuk memperbaiki sperangkat
penyedia layanan (komputer) tidak bisa secepatnya untuk ditangani. Hal '
ini disebabkan karena SDM yang menangani (di tingkat Kota) juga tidak
sebanding dengan jumlah perangkat yang harus ditangani

. Pengembangan RT/RW

Dengan adanya | pengembangan wilayah' RT dan RW mengakibatkan
adanya penomoran seri. Hal ini juga dirasakan penyedia layanan KTP
m-enjadi hambatan dalam proses penyelesaiannya. -

. Status tempat tinggal pengguna layarian KTP

Adanya pengguna layanan KTP yang status kependudukannya (tempat
tinggalnya) tidak jelas, hal ini mengakibatkan proses pendataan juga
menjadi kendala. Sehingga proses penyelesaiannya pun terhambat,
khususnya di tingkat Kelurahan. Jika penyedia jasa layanan KTP membeﬁ
aturan yang tegas, penyedia layanan KTP pun juga punya alasan tertentu

(ekonomis dan historis).




